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Penelitian ini1 berfokus pada persoalan kepastian hukum terhadap frasa “perbuatan tercela”
dalam Pasal 7A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi
salah satu dasar pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia, keberadaan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah
negara hukum memiliki makna bahwa seluruh tindakan penyelenggara negara harus
berlandaskan hukum dan dilaksanakan sesuai prinsip kepastian hukum. Namun, rumusan Pasal
7A yang mencantumkan istilah “perbuatan tercela” tanpa adanya penjelasan normatif
menimbulkan kekaburan hukum (vague norm). Frasa tersebut menjadi multitafsir karena tidak
dijelaskan apakah dimaksudkan sebagai perbuatan yang melanggar norma hukum pidana,
norma etika jabatan, atau sekadar pelanggaran moralitas sosial. Kekaburan ini berpotensi
menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan
mekanisme pemakzulan sebagai alat politik untuk menjatuhkan Presiden, bukan sebagai proses
hukum yang objektif dan konstitusional.

Dalam konteks teori negara hukum dan prinsip kepastian hukum, setiap norma harus memiliki
kejelasan, konsistensi, dan dapat diterapkan secara objektif agar tidak menimbulkan kerancuan
dalam pelaksanaannya. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu
nilai fundamental hukum yang menjamin bahwa hukum dapat ditegakkan dengan adil dan tidak
berubah-ubah sesuai kepentingan. Sementara itu, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa
kepastian hukum tidak boleh dijalankan secara kaku, tetapi harus tetap berpijak pada keadilan
substantif agar hukum tidak kehilangan makna moralnya. Berdasarkan pandangan tersebut,
frasa “perbuatan tercela” dalam Pasal 7A UUD 1945 seharusnya dipahami sebagai pelanggaran
terhadap prinsip konstitusional dan tanggung jawab jabatan yang berdampak pada hilangnya
kepercayaan publik terhadap Presiden. Tanpa batasan yang jelas, norma ini dapat dimanfaatkan
secara subjektif oleh lembaga politik, terutama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang

memiliki kewenangan mengusulkan pemakzulan, sehingga mengaburkan batas antara ranah
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hukum dan politik. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menuntut
supremasi hukum di atas segala kepentingan politik serta menegaskan perlunya pemisahan
kekuasaan yang seimbang antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari
penyalahgunaan kekuasaan, frasa “perbuatan tercela” perlu diberikan batasan yuridis yang
tegas baik melalui interpretasi konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi maupun pembentukan
peraturan pelaksana yang memuat kriteria objektif mengenai jenis perbuatan yang dapat
digolongkan sebagai tercela. Pemaknaan ini seharusnya mencakup tindakan yang melanggar
sumpah jabatan, menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, atau melakukan
perbuatan yang bertentangan dengan nilai dasar konstitusi dan hukum positif. Kejelasan ini
penting untuk mencegah politisasi hukum, menjaga keseimbangan antar lembaga negara, serta
memastikan bahwa pemakzulan benar-benar dijalankan dalam koridor hukum, bukan
kepentingan politik sesaat. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap Presiden akan
senantiasa berpedoman pada asas rule of law, menjamin keadilan konstitusional, dan
memperkuat legitimasi sistem presidensial di Indonesia yang berlandaskan pada prinsip
kepastian hukum. keadilan, dan supremasi konstitusi.

Adila Difa Putra. November 2025. KEPASTIAN HUKUM FRASA “PERBUATAN

TERCELA” DALAM PASAL 7A UNDANG UNDANG DASAR TAHUN 1945
SEBAGAI DASAR PEMAKZULAN PRESIDEN. Skripsi. Program Sarjana Program Studi

Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 82 Halaman. Pembimbing : Risni

Ristiawati. SH., MH




ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kepastian hukum frasa “perbuatan tercela” dalam Pasal 7A UUD 1945
sebagai dasar pemakzulan Presiden. Frasa tersebut menjadi permasalahan karena tidak
memiliki batasan dan definisi yang jelas, sehingga menimbulkan kekaburan norma (vague
norm) dan membuka peluang bagi penafsiran subjektif serta penyalahgunaan politik. Dalam
sistem negara hukum yang menegakkan prinsip rule of law, setiap norma hukum harus
dirumuskan secara tegas dan pasti agar dapat diterapkan secara adil, konsisten, dan tidak
multitafsir.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan,
konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan makna “perbuatan
tercela” bertentangan dengan asas kepastian hukum dan berpotensi melemahkan mekanisme
pemakzulan Presiden. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran konstitusional oleh Mahkamah
Konstitusi atau pembentukan norma hukum pelaksana yang menjelaskan kriteria hukum dari
perbuatan tercela, agar proses pemakzulan berjalan sesuai prinsip keadilan, kepastian hukum,
dan supremasi konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kata Kunei ( Keyword ) : Kepastian Hukum, Perbuatan Tercela, Pemakzulan Presiden.
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